
BABI 

PENDAHULUAN 

\ 

N 

Perkembangan perckonornmn d1 lndom:sia khususnya d1b1dung pcnndustrian 

dan pcrdangan tclah rnenghas1ll..an bcrbagai variasi produk barang dan jasa yang 

dapa1 d ikonsums1 oleh masyaral.al Indonesia yang mencapa1 219,898.300 Jiwa1 

Bukanlah suatu Jumlah yang kcc1l yang keseluruhan selaku konsumen yang menjadi 

mcaran para produsen 

Dcngan lebih tcrbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi 

ekonomi harus tetap menjamm pcningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian 

atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolchnya dari pasar. 

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, 

pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kcmand1rian konsumen untuk mehndungi 

dmnya serta menumbuh kembangkan s1kap pelaku usaha yang bertanggung 1awab 

Di sisi lain kond1s1 dan fenomena tesebut dapat mengak1batkan kedudukan 

pelaku usaha dan konsumen men1ad1 11dak seimbang dan konsumen berada pada 

ros1si yang lemah. Konsumcn menjad1 objek aktifitas bisnis untuk meraup 

JLeuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi cara 

renJualan serta penerapan per.JanJian standat yang merugikan konsumen. 

Untuk membenkan perhndungan hukwn yang kuat tchadap masyarakat 

:idones1a selaku konsumen yang mengkonsums1 barang dan Jasa yang diproduksi 
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oleh para pelaku usaha, maka pcmcnntah Indonesia telah mengeluarkan Undang­

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tcntang Perlindungan Konsumcn dcngan segala 

peraturan pelaksanaanya. Dengan lUJuan untuk membenkan pchndungan hukurn yang 

kuat bag1 para konsumen terhadap pcnlaku para produsen atau pelalru usaha ataS 

produk barang dan jasa yang d1hasilkan yang membahayakan atau dapat 

membahayakan konsumen selaku pcngguna tcrakhir dari produk barang dan jasa 

tersebut 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 1enlang Perhndungan Konsumen telah 

d1sahkan dan diundangkan pada 1anggal 20 April 1999 dan mula1 berlaku secara 

cfekllf discluruh wilayah Indonesia 1ch11ung seJak tanggal 20 April 2000, dimana 

lah1mya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen im 

adalah un1ul memberikan pcrhndungan hukum kepada konsumen dan sekahgus 

sebaga1 peraturan hukum dalam menyongsong era globansas1 dan era perdagangan 

be bas. 

Untuk mcnyclcsaikan terjadmya suatu sengketa konsumcn antara konsurnen 

dan pelaku usaha maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 1elah membentuk 

suatu badan atau lembaga yang bc1ugas untuk memenksa dan menyelesaikan 

sengketa konsumen yang d1bentul d1seluruh ungkat II d1seluruh indones1a yang 

dinamakan Badan Penyelesaian Sengkcta Konsumen. Di kota Medan terbentuk 

berdasarkan Keputusan Pres1den (Kepres) Nomor 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 

2001. 
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